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Abstrak
 

Unsur-unsur taxable income terdiri dari penghasilan dan biaya. Dalam menyusun aturan PPh pemerintah

membagi biaya dalam deductible expenses dan non-deductible expenses. Upaya untuk mengefektifkan dan

mengefesienkan biaya terkadang menimbulkan dispute (sengketa) antara Wajib Pajak dan Fiskus.. Untuk itu

perlu dilakukan upaya tax planning guna memindahkan pengeluaran non deductible expenses menjadi

deductible expenses dengan tetap memperhatikan azas pemungutan pajak terutama equality principle,

convenience dan economy of collection. 
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<br />

Penghasilan merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik

yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pengeluaran

yang digunakan untuk kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sifatnya dikeluarkan

untuk kebutuhan sehari-hari dan dilakukan secara berkala. Pengeluaran ini dapat mengurangi penghasilan

bruto usaha, disebut deductible expenses. Tetapi ketentuan PPh membatasi pembebanan biaya yang dapat

dikurangkan sebagai biaya yaitu pengeluaran yang tidak ditujukan untuk usaha atau ditujukan untuk

kepentingan pribadi Wajib Pajak. Atas biaya yang tidak dapat dijadikan pengurang tersebut termasuk dalam

kelompok non-deductible expenses. 
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Analisa unsur-unsur non-deductible expenses dilakukan dengan menggunakan metode deskriptis analisis.

Analisa dilakukan dengan meneliti Laporan Keuangan PT_"X" yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik Independen tahun 2001. Selain itu, analisa juga meneliti korelasi SPT Tahunan Badan PT.°X" yang

disampaikan ke KPP untuk tahun pajak 2001 dan ikhtisar basil pemeriksaan sebagai bahan pembanding

mengenai pendapat fiskus ter hadap basil pemenuhan kewajiban perpajakan PT X. 
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Penelitian juga dilakukan dengan melakukan wawancara kepada Direktorat Pajak Penghasilan dan

Konsultan Pajak untuk mendapatkan pemahaman secara rinci mengenai pengertian dan pendapat yang

berkenaan dengan aturan PPh mengenai non deductible expenses sehingga dapat diketahui potensi dispute

pemahaman aturan antara Wajib Pajak dengan fiskus. 
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Upaya menginterpretasikan jenis penghasilan yang dikenakan tarif umum menjadi PPh Final merupakan

usaha dalam rangka mengeliminasi taxable income secara signifikan. Upaya memindahkan biaya clad non

deductible expenses menjadi deductible expenses dapat menghasilkan tax saving bagi Melakukan estimasi

biaya fiskai merupakan panduan yang efektif untuk mengelahui kemungkinan polensi koreksi biaya fiskal

oleh fiskus pada saat pemeriksaan di masa yang akan datang. Sehingga upaya mendisain tax planning PT.X"

menghasiikan permohonan restitusi yang dapat diterima walaupun masih terdapat koreksi fiskal positip. 
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Upaya tax planning PT."X" dengan Cara menginterpretasikan penghasilan ke PPh Final dan mentransfer

non biaya menjadi biaya serta penggunaan estimasi koreksi biaya fiskal bertujuan untuk mengefisienkan dan

mengefeklifkan beban PPh Badan PT."X"
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Untuk itu penerapan estimasi koreksi biaya fiskal, mengkaji ikhtisar hash pemeriksaan dan penegasan aturan

PPh dad Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang berkenaan dengan ketentuan non-deductible expenses

sehingga dapat memberikan kepastian hukum merupakan sumber informasi pealing dalam melakukan tax

planning. Tax planning selain merupakan usaha untuk melakukan tax avoidance sekaligus usaha penerapan

implementasi undang-undang guns mengantisipasi koreksi pada waktu pemeriksaan. 
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